Pengerjaan Empat Proyek Penataan Senggigi Diperpanjang

Sumber gambar: www.suarantb.com

Giri Menang (Suara NTB) — Empat proyek penataan kawasan Senggigi terpaksa
diadendum (perpanjangan masa pengerjaan). Pasalnya, hingga masa kontrak tanggal 16
Desember proyek belum bisa tuntas 100 persen. Kontraktor yang proyeknya diadendum inipun
dijatuhkan sanksi denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar)
Lobar, H. Saepul Ahkam mengatakan pihaknya sudah melakukan tahapan Show Cause
Meeting (SCM) atau Rapat Pembuktian Keterlambatan pada proyek konstruksi. Selanjutnya
Selasa, 14 Desember 2020 pihaknya melakukan rapat evaluasi terhadap lima item proyek
penataan Senggigi apakah dilanjutkan atau tidak.

Lima proyek tersebut, sebut dia, kawasan Makam Batulayar, kawasan Pura Batu
Bolong, kawasan di sekitar Kafe Alberto, kawasan di sekitar Hotel Pasifik dan kawasan di
Hotel Sheraton. Pihaknya memberikan surat teguran kedua kepada rekanan. “Dari lima proyek
terdapat empat proyek yang diadendum. Kita bolehkan adendum dengan sanksi denda,” jelas
Ahkam. Alasan diberikan perpanjangan waktu, menurut mantan Kabag Humas dan Protokol
Setda Lobar ini dari sisi progres memungkinkan selesai. Karena hasil SCM disepakati kalau
progres di bawah 80 persen, maka dilakukan pemutusan kontrak. Sedangkan kalau di atas 80
persen bisa diberikan kesempatan melanjutkan dengan kesanggupan material pabrikasi segera
tersedia.

Pertimbangan lainnya, kalau dilihat dari kondisi proyek sisa pekerjaan di tiga proyek

berkisar 2,7 persen sampai 17 persen. Dan sisa pekerjaan ini hanya tinggal menunggu material
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pabrikan berupa tiang PJU. Tiang PJU ini sudah dipesan dan dua-tiga hari ini sudah on
side (ada di lokasi). Begitu datang meterial langsung dipasang dan proyek selesai. Selain itu
ada pekerjaan finishing seperti pengecatan dan pemasangan ornamen. Sedangkan untuk
penataan kawasan di Sheraton tidak diadendum karena progresnya 98 persen dengan kontrak
berakhir tanggal 21 Desember. Sebelumnya pihaknya mengaku khawatir dengan proyek depan
Alberto, namun progresnya sudah bagus. Terkait waktu adendum masih menunggu hasil
koordinasi Bagian Pembangunan dengan pihak Bank NTB Syariah selaku pemberi pinjaman
dana proyek tersebut. (her)

Sumber Berita:

https://www.suarantb.com/pengerjaan-empat-proyek-penataan-senggigi-diperpanjang/.

Diakses pada tanggal 20 Desember 2020

Catatan Berita:

Terkait dengan permasalahan adendeum kontrak, dalam Lampiran Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Poin 7.14 tentang Penyesuaian
Harga dijelaskan sebagai berikut:

Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak
Harga Satuan atau berdasarkan Waktu Penugasan yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih
dari 18 (delapan belas) bulan, dengan ketentuan:

a. Ketentuan, persyaratan, dan tata cara perhitungan penyesuaian harga dicantumkan dalam
Dokumen Pemilihan (rancangan Kontrak) dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan, yang
selanjutnya dituangkan dalam Kontrak.

b. Persyaratan perhitungan penyesuaian harga meliputi:

1) penyesuaian diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

2) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali
komponen keuntungan, biaya overhead, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum
dalam penawaran;

3) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum
dalam Kontrak/adendum kontrak;

4) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri,

menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
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5) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut
ditandatangani; dan

6) Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan

Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan
Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak
yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

e Penghentian Kontrak
Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar
dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan
penghentian pekerjaan. Penghentian kontrak karena keadaan
kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan

dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai
setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil

audit.

e Berakhirnya Kontrak
Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang
terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah
terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (serratus
persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum
dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat

keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupembayaran atas penyesuaian harga.

e Pemutusan Kontrak
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Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau

Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan

tertentu. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:

1.

10.

Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh
Instansi yang berwenang;

Penyedia berada dalam keadaan pailit;

Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3
(tiga) kali;

Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan
penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas

pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1.
2.

Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila diberikan); dan

Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
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Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat
menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang

mampu dan memenuhi syarat.

e Pemberian Kesempatan
Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak
berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Pemberian
kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum
kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia
dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). Pemberian kesempatan
kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak
masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

e Denda dan Ganti Rugi

» Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena
terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera
janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak
bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan
berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan
Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

» Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan
penjelasan sebagai berikut:

1) Sanksi ganti rugi apabila terjadi kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak
bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan
berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan
Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan.

2) Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya

denda keterlambatan adalah:
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a. 1%o (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;
atau Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan

b. 1%o (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

c. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.

e Selain itu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,
menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
undang-undang”.

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakukan penuntutan;

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan
tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya

dikoordinasikan dengan penyidik.
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